dapat berubah sesuai proses pengembangan
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru
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DASAR HUKUM
Ketentuan Umum BPT Pasal 26 Ayat 4 UU PPh

Pengertian

Atas PenghasilanKenaPajaksesudahdikurangi Pajak Penghasilandari suatu Bentuk
Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dikenai PPhPasal26 ayat (4)

Contoh Perhitungan

PenghasilanKenaPajakBUT Rp 17.500.000.000,00 O
Pajak Penghasilan

22% x Rp17.500.000.000,00= Rp 3.850.000.000,00-(
PenghasilanKenaPajaksetelah pajak Rp 13.650.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang Atau BerdasarkanTax TreaFy_ (PBI.‘D’)
20% x Rp13.650.000.000 = Rp 2.730.000.000,00 lika memenuhi syaratadministratif

: ) . SKD WPLN
Apabila penghasilan setelah pajak sebesarRp13.850.000.000,0Qersebut K /

ditanamkan kembali di Indonesia sesuaiketentuan PMK,atas penghasilan
tersebut tidak dipotong pajak.
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KONSEP PENGENAAN BPT

Pemberi
Penghasilan

V.1 =
¢ =f=
))) o
Q -
I\ | |
] Penghasilan Kena Pajak
i Bentuk Usaha Tetap setelah dikurangi PPh BUT Induk BUT
Berkewajiban: " Kecuali:
1. Memotong PPh Pasal 26 Ayat (4) sebesar 20% Penghasilan tersebut ditanamkan

Objek
Pajak

Penerima
Penghasilan

S dari DPP atau sesuai P3B:

2. Harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh
disampaikan.

kembali di Indonesia.

v

Saat Terutang

MasaPajaksebelumSPTTahunanPPhDisampaikan
KarenaObjekPajaknyaadalahPenghasilaiKenaPajaksetelahdikurangiPPh danjumlah PenghasilaikenaPajaktersebutbaru diketahuisetelah
adanyalaporankeuanganmakasaatterutang harusnyaidak mendahuluitanggallaporankeuangan

www.pajak.go.id



Pengecualian Pengenaan BPT DASAR HUKUM

PMK-14/PMK.03/2011

Apabila Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu
Bentuk Usaha Tetapditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk:

penyertaan modal pada perusahaan penyertaan modal pada perusahaan
yang baru didirikan dan yang sudah didirikan dan
berkedudukan di Indonesia sebagai berkedudukan di Indonesia sebagai
pendiri atau peserta pendiri; pemegang saham;
/ /

. . N | . o
pembelian aktiva tetap yang investasi berupa aktiva tidak
digunakan oleh BUTuntuk menjalankan berwujud oleh BUT untuk
usahaBUTatau melakukan kegiatan BUT menjalankan usahaBUTatau
di Indonesia; atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

J \_
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Pengecualian Pengenaan BPT

A PenanamanKembali harus

dilakukan paling lambat pada
akhir tahun pajak berikutnya ;
dan

A BUTmenyampaikan

pemberitahuan mengenai
bentuk penanaman modal,
realisasipenanaman Kembali,
dan/atau SMBkomersial bagi
perusahaanyang baru didirikan

———————————————————————————————————————————————————————————

Pemberitahuan bentuk dan

realisasimelalui pengisian

lampiran L12-B pada SPT
Tahunan PPhBadan di Coretax

___________________________________________________________

DASAR HUKUM
PMK-14/PMK.03/2011

Syarat Khusus

1. penyertaan modal pada perusahaan yang baru
didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai
pendiri atau peserta pendiri;

2. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah
didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai
pemegang saham;

3. pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT
untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan
kegiatan BUT di Indonesia; atau

4. investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh BUT
untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan
kegiatan BUT di Indonesia.

=)
-

Aktif melakukan kegiatan usaha paling lama 1 (satu)
tahun sejak didirikan; dan

Tidak boleh mengalihkan penyertaan modal plg sedikit
dim jangka waktu 2 tahun sejak prod. komersial

mempunyai kegiatan usaha aktif di Indonesia; dan
Tidak boleh mengalihkan penyertaan modal plg sedikit
3 tahun sejak penyertaan modal.

Tidak boleh melakukan pengalihan plg sedikit 3 tahun
sejak perolehan.
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Core
Tax
Administration
: System

Langkah-langkah pelunasan

Branch Profit Tax

PadaAplikasi Coretax

Login & Impersonating
Akun Wajib Pajak

Input BPNR
eBupot

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi
SPTPPhUnifikasi

Bayar dan Lapor
SPTPPhUnifikasi



Login & Impersonating

sagian 11 ayin Waiib Pajak

@) Qdip
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Login OP

[1] ID Pengguna diisi dengan NIK/NPWP 16 digit

[2] Katasandi diisi sesuaidengan password
Coretax

[3] Languageuntuk memilih Bahasa (en-US/ id -
ID)

[4] Masukan Kode Keamanan (Captcha)

[5] Tekantombol Login

N o e

Login

ID Pengguna

Kata Sandi

Pemilihan Bahasa

id-1D

Q 5 L4
553 cC @
S

Lupa Kata Sandi?
Login

Pengguna Baru? Daftar di sini

Aktivasi Akun Wajib Pajak

CYRE

Coretax DJP

Wajib pajak dapat mengakses tab BACA SAYA
untuk informasi mengenai halaman login Coretax DJP.

Lihat informasi penting di tab BACA SAYA

I www.pajak.go.id



Lakukan Impersonating

@ Cdip TRfms g

Portal Saya v e-Faktur eBupot v

Surat Pemberitahuan (SPT) ~

You are currently impersonating user: - | NAMA0000156984061000 0000156984061000 G

C»

Pa2mbayaran ¥ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ¥ Manajemen Akses v Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ~

ST 2=buitd=t8 55— d=to— H—@— 0000156984061000 NAMA0000156984061000 * | Login terakhir: 30 Juli 2024 oo:oo:oo@

0000156984061000

NAMAO0000156984061000

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak
Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tinjauan 360 - Derjjat Wajib Pajak

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

& Unduh Ikhtisar Profil

l—- ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ~‘

1 1
Nama : :

—> Padamodul role akses lakukan impersonating [6] ke akun BUTyang diwakili i

Nomor Pokok Wajib Pajak : :

1 1
Kegiatan Utama N ST O 71 PR WUITIT T T T 00 P T Y I /Y Y e e e e S 4

BEA CUKAI PANCORAN, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,
. . DKI Jakarta, Indonesia,
Jenis Wajib Pajak : Instansi Pemerintah 12750
Kategori Institusi Pemerintah : Instansi Pemerintah Pusat 31.74.08.1003
Status NPWP Aktif Kontak Utama
Tanggal Terdaftar : 06 Februari 2023 Nomor Telepon Seluler : +6281999760161
Tanggal Aktivasi B Email : testingctas@kemenkeu.go.id
Status Pengusaha Kena oy x ) Klasifikasi Lapangan Usaha Utama
Pajak
Kode Klasifikasi Lapangan : 84113
Tanggal Pengukuhan - Usaha
Pengusaha Kena Pajak
. Deskripsi Klasifikasi : LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN

Kantor Wilayah Direktorat : Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan | Lapangan Usaha BEA CUKAI

Jenderal Pajak

www.pajak.go.id



Input BPNR

Baglan 2 eBupot
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Input BPNR - eBupot

@ wdjp Versi: 1.1.2-build-2094 id-ID g@ 0010014504081000 NAMA0010014504081000 '  Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17 Q

7
Portal Saya v e-Faktur Surat Pemberitahuan (SPT) ¥ Pembayaran ¥ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ¥ Manajemen Akses > Soal Sering Ditanya Pertukaran Informa

Gunakan menu ini untuk memotong/memungut PPh dari Wajib Pajak Non Residen

Penyetoran Sendiri

Pemotongan Secara Digunggung
BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan d

Pekerjaan Bebas (Dokter, Notaris, dll) d
omzet <4,8M (satu tahun pajak) dapat
penghasilan neto dengan NPPN denga
menyampaikan pemberitahuan NPPN
paling lambat 31 Maret 2026 melalui Cd

* WP yang memenuhi ketentuan penggunaan NPPN dalam penghitu

BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir
BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir
Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan
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Input BPNR - eBupot

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

A Y

_______________________________________________________________________________________________________________________
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